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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Laporan Keuangan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2016) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

1. Aset, 

2. Liabilitas, 

3. Ekuitas, 

4. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian,  

5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik, 

6. Arus kas. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2016), menyatakan bahwa laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. Laporan keuangan lengkap terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 
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2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

4. Laporan arus kas selama periode. 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 

tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan tahunan adalah 

laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan 

pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahan Publik dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Laporan 

Tahunan wajib paling sedikit memuat: ikhtisar data keuangan penting, informasi 

saham (jika ada), laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, profil Emiten atau 

Perusahaan Publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola Emiten atau 

Perusahaan Publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan 

Publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, surat pernyataan anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan 

Tahunan.  
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2.2 Audit 

Arens, et al. (2017) menyatakan, “Auditing is the accumulation and evaluation of 

evidence about information to determine and report on degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done by a 

competent, independent person.” Jika diartikan auditing adalah pengumpulan data 

dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.  

Menurut Arens, et al. (2017) terdapat tiga tipe audit yang dapat dilakukan 

oleh auditor dalam jasa audit yang diberikannya yaitu: 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

“An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any part of 

an organization’s operating procedures and methods.” Sehingga dapat 

diartikan audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap 

bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

“Compliance audit is conducted to determine whether the auditee is following 

specific procedures, rules or regulations set by some higher authority.” 

Sehingga dapat diartikan audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah 

auditee mengikuti prosedur tertentu, aturan, atau peraturan yang ditetapkan oleh 

beberapa otoritas yang lebih tinggi. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
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“Financial statement audit is conducted to determine whether the financial 

statements (the information being verified) are stated in accordance with 

specified criteria.” Sehingga dapat diartikan audit laporan keuangan dilakukan 

untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) 

dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit 

(SA) 200 tahun 2013, tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat 

keyakinan pengguna laporan yang dituju. Agar tujuan audit dapat dicapai, maka 

auditor perlu melakukan tahapan-tahapan yang tepat selama melakukan audit. 

Menurut Arens, et al. (2017), terdapat empat tahap dalam proses audit, yaitu tahap 

perencanaan dan perancangan pendekatan audit, tahap pengujian kontrol dan 

keterjadian transaksi, tahap pelaksaan prosedur analitis dan pengujian atas saldo, 

dan tahap penyusunan laporan audit. 

Menurut Arens, et al. (2017), pada tahap perencanaan dan perancangan 

pendekatan audit, auditor perlu memahami bisnis klien dan lingkungannya, 

memahami pengendalian internal perusahaan dan menilai risiko pengendalian, serta 

menilai risiko salah saji material. Kemudian pada tahap pengujian kontrol dan 

keterjadian transaksi, auditor perlu melakukan tes pengendalian dan melakukan 

evaluasi terhadap pencatatan klien dengan memverifikasi jumlah transaksi 

(substantive test of transaction). Selanjutnya pada tahap ke tiga yaitu tahap 

pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian atas saldo, auditor perlu mengevaluasi 

informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data 

keuangan dan non keuangan, dan menguji kesalahan moneter dalam saldo laporan 
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keuangan (test of detail balances). Setelah auditor menyelesaikan tiga tahap 

tersebut, maka auditor perlu masuk pada tahap terakhir yaitu tahap penyususunan 

laporan audit. Pada tahap ini auditor perlu menggabungkan informasi yang 

ditemukan selama proses audit untuk mencapai kesimpulan keseluruhan atas 

kewajaran laporan keuangan yang disajikan.  

Menurut Arens et al. (2017), dalam menentukan prosedur audit yang akan 

digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori jenis bukti audit, yaitu: 

1. Pemeriksaan Fisik (Physical Examination) 

“Physical Examination is the inspection or count by auditor of a tangible asset”, 

yang berarti pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan 

auditor atas aset berwujud.  

2. Konfirmasi (Confirmation) 

“Confirmation describes the receipt of a direct written response from a third 

party verifying the accuracy of information that was requested by the auditor”, 

yang berarti konfirmasi menjelaskan penerimaan tanggapan tertulis langsung 

dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang 

diajukan oleh auditor.  

3. Inspeksi (Inspection) 

“Inspection is the auditor’s examination of client’s documents and records to 

substantiate the information that is, or should be, included in the financial 

statements.” Sehingga dapat diartikan inspeksi adalah pemeriksaan auditor 

terhadap dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang 

seharusnya dimuat dalam laporan keuangan. 
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4.  Prosedur Analitis (Analytical Procedures) 

“Analytical Procedures are defined by auditing standards as of evaluations of 

financial information through analysis of plausible relationships among 

financial and nonfinancial data.” Sehingga dapat diartikan prosedur analitis 

dapat diartikan sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan 

yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. 

5. Penyelidikan Klien (Inquiries of The Client) 

“Inquiry is the obtaining of written or oral information from the client in 

response to questions from the auditor.” Sehingga dapat diartikan penyelidikan 

adalah mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien atas 

pertanyaan yang diajukan oleh auditor.  

6. Perhitungan Ulang (Recalculation) 

“Recalculation involves rechecking a sample of calculations made by the 

client.” Sehingga dapat diartikan penghitungan ulang melibatkan pemeriksaan 

kembali sampel atas perhitungan yang dilakukan oleh klien. 

7. Pelaksanaan Ulang (Reperformance) 

“Reperformance is the auditor’s independent tests of client accounting 

procedures or controls that were originally done as part of the entity’s 

accounting and internal control system.” Sehingga dapat diartikan pelaksanaan 

ulang adalah pengujian prosedur akuntansi klien dan kontrol yang dibuat klien 

dan telah ditetapkan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian 

internal perusahaan.  
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8. Pengamatan (Observation) 

“Observation consists of looking at a process or procedure being performed by 

others.” Sehingga dapat diartikan pengamatan atas proses atau prosedur yang 

dilakukan oleh orang lain. 

 

2.3 Opini Audit 

Hasil akhir dari sebuah rangkaian proses audit yang dilakukan oleh auditor adalah 

dikeluarkannya opini audit. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

dalam SA 200 (2013), opini yang dinyatakan auditor adalah tentang apakah laporan 

keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam Standar Audit (SA) 700 tahun 2013, 

dinyatakan bahwa auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan 

keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku.  

Laporan audit harus dalam bentuk tertulis dan terdapat bentuk baku 

penyajian laporan audit yang diatur dalam SA 700 (2013) yaitu sebagai berikut: 

1. Judul adalah bagian yang mengindikasian secara jelas bahwa laporan tersebut 

merupakan laporan auditor independen. 

2. Pihak yang dituju, berisi pihak yang ditujukan untuk menerima laporan audit 

yang disampaikan sebagaimana yang seharusnya menurut ketentuan perikatan. 

3. Paragraf pendahuluan adalah bagian yang berisi identifikasi entitas, pernyataan 

oleh auditor bahwa laporan keuangan telah diaudit, identifikasi judul setiap 

laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, ikhtisar kebijakan 
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akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan tanggal atau periode 

yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. 

4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang menjelaskan 

tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas 

penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor harus mencakup suatu 

penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas 

pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk 

memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan 

penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.  

5. Tanggung jawab auditor adalah bagian yang menyatakan bahwa tanggung 

jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan 

berdasarkan audit.  Laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini 

bahwa bukti audit yang telah diperoleh auditor sudah cukup dan tepat untuk 

menyediakan suatu basis bagi opini auditor. 

6. Opini auditor, bagian ini menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor 

terhadap laporan keuangan yang diaudit. 

7. Tanggung jawab pelaporan lainnya adalah bagian ini merupakan tambahan 

terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan 

keuangan dan harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan 

auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan 

Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat.  
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8. Tanda tangan auditor, tanggal laporan audit dan alamat auditor juga harus 

dicantumkan dalam laporan auditor. 

Menurut IAPI terdapat dua macam opini yang dapat diberikan oleh auditor 

yaitu opini tanpa modifikasian dalam SA 700 (2013) dan opini dengan modifikasian 

dalam SA 705 (2013). Opini tanpa modifikasian diberikan bila auditor 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, 

sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Namun, bila auditor 

menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu 

hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut 

pertimbangan auditor penting sebagai fundamental bagi pemahaman pengguna 

laporan keuangan, maka auditor perlu mencantumkan paragraf penekanan suatu 

hal. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 706 (2013), 

terdapat beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan auditor dalam 

mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal, yaitu jika terdapat suatu 

ketidakpastian dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau 

tindakan yang akan dilakukan oleh regulator, jika terdapat penerapan dini atas suatu 

standar akuntansi baru (sebagai contoh, suatu Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan baru) yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum 

tanggal efektif berlakunya dan jika terjadi suatu bencana alam besar yang telah atau 

masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan 

entitas. 

Menurut SA 705 opini audit modifikasian dikeluarkan auditor ketika 

auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas 
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dari kesalahan penyajian material atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit 

yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara 

keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material (IAPI, 2013). Menurut Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 705 (2013), opini modifikasian sendiri 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, 

setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa 

kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah 

material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau auditor tidak 

dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, 

tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian 

yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika dapat bersifat material 

tetapi tidak pervasif. 

2. Opini tidak wajar (adverse opinion)  

Auditor menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh 

bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, 

baik secara individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap 

laporan keuangan. 

3. Opini tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion)  

Auditor tidak memberikan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh 

bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor 

menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak 
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terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan 

pervasif. 

Gambar 2. 1 

Tipe Opini Modifikasian 

 

Sumber: SPAP SA 705 

 

2.4 Opini Audit Going Concern 

Selama melakukan proses audit, auditor perlu mewaspadai hal-hal yang berpotensi 

mengganggu kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya. Dalam Standar Audit (SA) 570 tahun 2013, kelangsungan usaha dapat 

didefinisikan sebagai asumsi yang menyatakan bahwa suatu entitas dipandang 

bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Dengan demikian, 

auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 

tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah 

terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Menurut PSAK No.1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), dalam menyusun 

laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas 

untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Jika manajemen menyadari dalam 
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membuat penilaiannya mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan 

dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas 

mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun laporan keuangan 

tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta 

tersebut bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang 

dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan Standar Audit (SA) 

570 tahun 2013, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus 

mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi 

relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya.  

Terdapat beberapa kondisi atau peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan 

tentang asumsi kelangsungan usaha yang diuraikan dalam SA 570 (2013), yaitu: 

1. Keuangan:  

a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. 

b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya 

tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau 

pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai 

aset jangka panjang. 

c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. 

d. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan 

historis atau prospektif. 

e. Rasio keuangan utama yang buruk.  
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f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai 

aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. 

g. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. 

h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. 

i. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. 

j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi 

transaksi tunai ketika pengiriman. 

k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan 

produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.  

2. Operasi: 

a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan 

operasinya. 

b. Hilangnya manajemen kunci tanpa pengggantian. 

c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi, atau 

pemasok utama. 

d. Kesulitan tenaga kerja. 

e. Kekurangan penyediaan barang/bahan. 

f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil. 

3. Lain-lain: 

a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori 

lainnya. 
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b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat 

mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat 

dipenuhi oleh entitas. 

c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah 

yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. 

d. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak 

diasuransikan atau kurang diasuransikan. 

Menurut Wibisono (2013), opini audit going concern merupakan opini 

audit modifikasi pertimbangan auditor dalam menilai ketidakmampuan atas 

kelangsungan hidup suatu entitas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menyusun pedoman bagi auditor dalam 

memberikan opini audit sehubungan dengan masalah going concern perusahaan 

dalam Standar Audit (SA) 570 tahun 2013, yaitu sebagai berikut:  

1. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha 

sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian 

material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan:   

a. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat 

menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk 

menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut; dan   

b. Mengungkapkan secara jelas ketidakpastian material yang terkait dengan 

peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan 
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oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk 

merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis 

normal.  

2. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka 

auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan 

suatu paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor untuk:  

a. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan 

dengan peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya: dan  

b. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang 

mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam poin 1.  

3. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, 

maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau 

opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya.  

4. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan 

usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan 

usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka 

auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar.  

5. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta 

manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen 

tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan 

suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat 

dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh 
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bukti yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha 

dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya 

rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor 

mitigasi lainnya. 

 

2.5 Auditor dan Kantor Akuntan Publik  

Standar Audit (SA) 200 (2013) menyatakan bahwa terminologi “auditor” 

digunakan untuk menyebut orang atau orang-orang yang melaksanakan audit 

(biasanya rekan perikatan atau anggota lain tim perikatan) atau, jika relevan, KAP. 

Tujuan auditor secara keseluruhan menurut Standar Audit (SA) 200 (2013), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara 

keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan 

oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor 

untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam 

semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan 

yang berlaku. 

2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunkasikannya sebagaimana 

ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. 

Selama menjalankan proses audit terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus 

dipatuhi oleh auditor menurut Kode Etik yang diatur dalam Standar Audit (SA) 200, 

yaitu intergritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan professional, 

kerahasiaan, dan perilaku professional. Selain itu, auditor diharuskan untuk 
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menggunakan pertimbangan professional dan memelihara skeptitisme professional 

selama perencanaan dan pelaksanaan audit yang diatur dalam Standar Audit (SA) 

200 (2013) yang antara lain mencakup: 

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang 

disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman 

atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. 

2. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat 

kesalahan penyajian material, melalui perancangan dan penerapan respons yang 

tepat terhadap risiko dinilai. 

3. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang 

ditarik dari bukti audit yang diperoleh. 

 Arens, et al. (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe auditor, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Certified Public Accounting Firm 

“Certified public accounting firms are responsible for auditing the published 

historical financial statements of all publicy traded companies, most other 

reasonably large companies, and many smaller companies and noncommercial 

organizations.” Sehingga dapat diartikan kantor akuntan publik bertanggung 

jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan dari 

semua perusahaan secara terbuka, yang mayoritas terdiri dari perusahaan besar, 

beberapa perusahaan kecil dan organisasi nonkomersial. 

2. Government Accountability Office Auditors 
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“A government accountability office auditor is an auditor working for the U.S. 

Government Accountability Office (GAO), a nonparticipant agency in the 

legislative branch of the federal government.” Sehingga dapat diartikan auditor 

kantor akuntabilitas pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Kantor 

Akuntabilitas Pemerintah, lembaga nonpartisipan di cabang legislatif 

pemerintah. 

3. Internal Revenue Agent 

“The IRS, under the direction of the Commissioner of Internal Revenue, is 

responsible for enforcing the federal tax laws as they have been defined by 

Congress and interpreted by the courts. A major responsibility of the IRS is to 

audit taxpayers’ returns to determine whether they have complied with tax laws. 

The auditors who perform these examinations are called internal revenue 

agents.” Sehingga dapat diartikan Dinas Pendapatan Internal, di bawah arahan 

Komisaris Pendapatan Internal, bertanggung jawab untuk menegakkan undang-

undang pajak karena telah ditetapkan oleh Kongres dan ditafsirkan oleh 

pengadilan. Tanggung jawab utama dari Dinas Pendapatan Internal adalah 

untuk melakukan audit pembayar pajak untuk menentukan wajib pajak telah 

mematuhi undang-undang pajak. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini 

disebut agen penerimaan internal. 

4. Internal Auditors  

“Internal auditors are employed by all types of organizations to audit for 

management, much as the GAO does for Congress. Internal auditors’ 

responsibilities vary considerably, depending on the employer.” Sehingga dapat 
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diartikan auditor internal dipekerjakan oleh semua jenis organisasi untuk 

mengaudit manajemen, seperti yang dilakukan Kantor Akuntabilitas 

Pemerintah untuk Kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat bervariasi, 

tergantung pada perusahaan. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2011, kantor akuntan publik 

yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-

undang ini. Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2011, syarat untuk 

mendapatkan izin usaha KAP adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di 

Wilayah Republik Indonesia. 

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha 

persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk 

KAP yang berbentuk usaha perseorangan. 

c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di 

bidang akuntansi. 

d. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. 

e. Membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha 

perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 

1. Alamat Akuntan Publik 

2. Nama dan domisili kantor 

3. Maksud dan tujuan pendirian kantor 
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f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk 

usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf 

d, yang paling sedikit mencantumkan: 

1. Nama Rekan 

2. Alamat Rekan 

3. Bentuk usaha 

4. Nama dan domisili usaha 

5. Maksud dan tujuan pendirian kantor 

6. Hak dan kewajiban sebagai Rekan 

7. Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan 

 

2.6 Prediksi Kebangkrutan 

Menurut Wibisono (2013), kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat 

parah sehingga perusahaan tidak mampu lagi menjalankan operasinya dengan baik. 

Sedangkan financial distress adalah kesulitan keuangan yang mungkin mengawali 

kebangkrutan. Menurut Fauziyah (2015), financial distress merupakan situasi 

dimana aliran kas operasi suatu perusahaan tidak cukup memuaskan kewajiban-

kewajiban yang sekarang (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran bunga) dan 

perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif. Financial distress dapat 

menjadi suatu “sistem peringatan dini” dari sebuah perusahaan untuk menghadapi 

masalah. Menurut Nariman (2017), kesulitan keuangan (financial distress) dapat 

ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban 
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utangnya dan ketidakmampuan dalam menghasilkan arus kas yang baik dalam 

menjalankan bisnis operasi perusahaan.  

Menurut Brigham dan Gapenski (1997) dalam Fauziyah (2015), definisi 

financial distress menurut tipenya terbagi dalam economic failure, business failure, 

technical insolvency, insolvency in bankruptcy dan legal bankruptcy.  

1. Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan 

perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost of capital-nya.  

Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau menyediakan 

modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian (rate of return) di 

bawah pasar.  

2. Business failure. Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang 

menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur. 

3. Technical insolvency. Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical 

insolvency jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo.  

Ketidakmampuan membayar utang secara teknis menunjukkan kekurangan 

likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin 

dapat membayar utangnya dan survive. Disisi lain, jika technical insolvency 

adalah gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhatian pertama 

menuju bencana keuangan (financial distress). 

4. Insolvency in bankrupty. Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan 

insolvency in bankrupty jika nilai buku utang melebihi nilai pasar aset.  Kondisi 

ini lebih serius dari pada technical insolvency karena umumnya, ini adalah tanda 

economic failure, dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis.  Perusahaan 
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yang dalam keadaan insolvent in bankruptcy tidak perlu terlibat dalam tuntutan 

kebangkrutan secara hukum. 

5. Legal bankruptcy. Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah 

diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. 

Menurut Salean dan Zarony (2013), untuk mengetahui apakah suatu entitas 

dapat bertahan/tidak mengalami kesulitan yang mengarah kepada kebangkrutan 

nantinya diperlukan analisa pada entitas terlebih dahulu. Model prediksi 

kebangkrutan digunakan untuk menganalisa entitas yang ada. Menurut Wibisono 

(2013), model prediksi kebangkrutan secara umum dikenal sebagai pengukuran atas 

kesulitan keuangan. Altman dan Mc Gough (1974) dalam Salean dan Zarony (2013) 

menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu 

model prediksi mencapai keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model 

prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu model 

prediksi dengan menggunakan rasio-rasio keuangan adalah model prediksi Altman 

Z-Score. 

“Altman mengembangkan model prediksi kebangkrutan dengan 

menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis pada lima jenis rasio 

keuangan. Pada tahun 1974, Altman merevisi model prediksi kebangkrutan 

tersebut. Lima rasio keuangan tersebut yaitu working capital to total assets, 

retained earning to total assets, earning before interest and taxes to total asset, 

market value of equity to book value of total debts, dan sales to total assets” 
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(Wibisono, 2013). Model prediksi kebangkrutan revised Altman Z-Score untuk 

perusahaan manufaktur dalam Subramanyam (2014) adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Z1 = working capital/total assets  

Z2 = retained earnings/total assets  

Z3 = earnings before interest and taxes/total assets  

Z4 = book value of equity/book value of debt   

Z5 = sales/total assets 

 

 

Z1 merupakan rasio working capital to total assets. Menurut Endri (2009) 

dalam Patunrui dan Yati (2017), rasio working capital to total assets menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan 

total aktiva yang dimilikinya. “The excess of total current assets over total current 

liabilities is referred to as working capital (or sometimes net working capital). 

Working capital represents the net amount of a company’s relatively liquid 

resources” (Kieso, et al., 2014). Working capital dapat diartikan sebagai kelebihan 

total aset lancar dari jumlah kewajiban lancar. Working capital merupakan jumlah 

bersih dari sumber daya perusahaan yang relatif likuid.  

“Current assets are assets that a company expects to convert to cash or use 

up within one year or its operating cycle, whichever is longer” (Weygandt, et al., 

2015). Aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi 

Z’ = 0,717Z1 + 0.847Z2 + 3,107Z3 + 0,420Z4 + 0,998Z5 

Z1 = 
𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu satu tahun atau siklus operasinya, 

dengan melihat yang lebih lama. “Common type of current assets are (1) prepaid 

expenses (insurance and supplies), (2) inventories, (3) receivables (notes 

receivable, accounts receivable, and interest receivable), (4) short-term 

investments (such as short-term U.S. government securities), and (5) cash” 

(Weygandt, et al., 2015).  Jenis umum dari aset lancar adalah biaya dibayar dimuka 

(asuransi dan persediaan), persediaan, piutang (wesel tagih, piutang dagang, dan 

piutang bunga), investasi jangka pendek (seperti surat berharga pemerintah AS 

jangka pendek), dan uang tunai.  

“Current liabilities generally are obligations that the company is to pay 

within the coming year or its operating cycle, whichever is longer. Common 

examples are accounts payable, salaries and wages payable, bank loans payable, 

interest payable, and taxes payable” (Weygandt, et al., 2015).  Kewajiban lancar 

adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam tahun mendatang atau 

siklus operasinya, dengan melihat yang lebih lama. Contohnya utang, gaji dan upah 

yang dibayarkan, utang bank, utang bunga, dan utang pajak. 

Menurut Hanafi (2008) dalam Gilrita, et al. (2015), sebuah modal kerja 

(working capital) yang bernilai positif menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar tagihannya sedangkan apabila sebuah perusahaan memiliki modal yang 

bernilai negatif maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajibannya. Sedangkan total aset menurut Murniati dan Arita (2016) 

adalah semua aset yang ada di dalam perusahaan tersebut. Menurut Weygandt, et 

al. (2015), aset terdiri dari intangible assets, property, plant, and equipment, long-
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term investments, dan current assets. “A classified statement of financial position 

groups together similar assets and similar liabilities” (Weygandt, et al., 2015), 

yang dapat diartikan laporan posisi keuangan diklasifikasikan dengan 

mengelompokkan aset serupa dan kewajiban serupa. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat diketahui bahwa informasi mengenai aset dan kewajiban dapat 

dilihat pada laporan posisi keuangan. 

 

 

Z2 merupakan rasio retained earning to total assets. Menurut Endri (2009) 

dalam Patunrui dan Yati (2017), rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Menurut Hanafi 

(2008) dalam Gilrita, et al. (2015), retained earning terhadap total assets 

merupakan rasio profitabilitas yang dapat mendeteksi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan, yang ditinjau dari kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba operating assets sebagai ukuran efisiensi usaha. 

“Retained earnings is net income that is kept (retained) in the business. It 

represents the portion of equity that the company has accumulated through the 

profitable operation of the business” (Weygandt, et al., 2015). Retained earnings 

adalah laba bersih yang dipertahankan dalam usaha. Retained earnings merupakan 

bagian dari ekuitas yang diakumulasikan perusahaan melalui operasi bisnis yang 

menguntungkan. “The retained earnings statement reports the changes in retained 

earnings for a period of time” (Warren, et al., 2018), yang dapat diartikan laporan 

laba ditahan melaporkan perubahan laba ditahan untuk jangka waktu tertentu. 

Z2 = 
𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa informasi mengenai 

retained earning dapat diperoleh dari laporan laba di tahan.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014), aset adalah sumber daya yang 

dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Menurut 

Stice dan Stice (2014) aset terdiri dari current assets (cash, investment securities, 

account and notes receivable, inventories, dan other current assets, such as prepaid 

expense) dan noncurrent assets (invesments, property, plant, and equipment, 

intangible assets, other noncurrent assets such as deffered income tax assets). 

Ikatan Akuntan Indonesia (2016) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan 

Bab 4, menyatakan bahwa unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan 

pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa informasi mengenai aset dapat diperoleh 

pada laporan posisi keuangan. 

 

 

Z3 merupakan rasio earning before interest and tax (EBIT) to total assets. 

Menurut Endri (2009) dalam Patunrui dan Yati (2017), rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan, sebelum 

pembayaran bunga dan pajak. Menurut Hanafi (2008) dalam Gilrita, et al. (2015), 

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio Earning Before Interest and 

Tax (EBIT) dikenal juga dengan operating income. “Operating income is a measure 

Z3 = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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of a company’s income from its normal operating activities.” (Subramanyam, 

2014). Earning Before Interest and Tax (EBIT) dapat diartikan sebagai ukuran 

pendapatan perusahaan dari aktivitas operasinya yang normal. “An income 

statement measures a company’s financial performance oer a period of time, 

typically a year or a quarter. It is a financial representation of the operating 

activities of a company during the period” (Subramayam, 2014:20), yang dapat 

diartikan, laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan selama periode 

tertentu, biasanya satu tahun atau per tiga bulan. Laporan laba rugi adalah 

representasi keuangan dari kegiatan operasi perusahaan selama periode tersebut. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa informasi mengenai 

earning before interest and tax dapat diperoleh pada laporan laba rugi.  

“Total assets available – includes all assets, regardless of their intended 

purpose” (Datar dan Rajan, 2018). Sehingga total aset mencakup semua aset, 

apapun tujuannya. Menurut Kieso, et al. (2014), aset perusahaan terbagi menjadi 

dua kelompok, yaitu noncurrent dan current. “Non-current assets are those not 

meeting the definition of current assets” (Kieso, et al. (2014), yang artinya aset 

tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Menurut Kieso, 

et al. (2014), yang termasuk non-current assets adalah long-term investments, 

property, plant, and equipment, intangible assets, other assets.  

“Current assets are cash and other assets a company expects to convert into 

cash, sell, or consume either in one year or in the operating cycle, whichever is 

longer” (Kieso, et al., 2014). Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang 

diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai, jual, atau konsumsi 
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baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi, dengan melihat yang lebih lama. 

Menurut Kieso, et al. (2014), yang termasuk current assets adalah inventories, 

prepaid expenses, receivables, short-term investments, dan cash and cash 

equivalent.  “The statement of financial position, also referred to as the balance 

sheet, reports the assets, liabilities, and equity of a business enterprise at a specific 

date” (Kieso, et al., 2014), yang berarti laporan posisi keuangan, juga disebut 

sebagai neraca, melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan bisnis 

pada tanggal tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa 

informasi mengenai aset dapat diperoleh pada laporan posisi keuangan. 

 

 

Z4 merupakan rasio book value of equity to book value of debt. Menurut 

Endri (2009) dalam Patunrui dan Yati (2017), rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri 

(saham biasa). “Equity is the residual interest in the assets of the entity after 

deducting all its liabilities” (Kieso, et al., 2014). Ekuitas adalah sisa bunga atas aset 

entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Menurut Kartikahadi, et al. (2016), 

liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa 

lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

entitas yang mengandung manfaat ekonomi.  

Menurut Endri (2009) dalam Patunrui dan Yati (2017), nilai pasar ekuitas 

sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar 

dengan harga pasar per lembar saham biasa. Nilai buku utang diperoleh dengan 

Z4 = 
𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡  
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menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. “Current 

liabilies are obligations the company is expected to settle within one year or 

operating cycle, whichever is longer” (Subramanyam, 2014). Kewajiban lancar 

adalah kewajiban perusahaan yang diharapkan dapat diselesaikan dalam satu tahun 

atau siklus operasi, dengan melihat yang lebih lama. Menurut Warren, et al. (2018) 

kewajiban lancar terdiri dari notes payable, account payable, wages payable, 

interest payable, taxes payable, dan unearned fees. 

“Non-current liabilities are obligation that a company expects to pay after 

one year. Liabilities in this category include bonds payable, mortgages payable, 

long-term notes payable, lease liabilities, and pension liabilities” (Weygandt, et al., 

2015). Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban bahwa perusahaan mengharapkan 

untuk membayar setelah satu tahun. Kewajiban dalam kategori ini termasuk utang 

obligasi, utang hipotek, wesel bayar jangka panjang, kewajiban sewa guna usaha, 

dan kewajiban pensiun. “Statement of financial position reports the assets, 

liabilities, and equity at a specific date” (Weygandt, et al., 2015), yang dapat 

diartikan laporan posisi keuangan melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada 

tanggal tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa informasi 

mengenai ekuitas dan kewajiban dapat dilihat pada laporan posisi keuangan. 

 

 

Z5 merupakan rasio sales to total assets. Menurut Endri (2009) dalam 

Patunrui dan Yati (2017), rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam 

menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan 

Z5 = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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mendapatkan laba. Weygandt, et al. (2015), mengatakan “The primary source of 

revenues for merchandising companies is sales.” Sehingga, sales dapat diartikan 

sebagai penghasilan utama dari perusahaan dagang. “Sales is revenues araising 

from the ordinary activities of the company” (Kieso, et al., 2014). Sehingga, sales 

dapat diartikan sebagai pendapatan yang timbul dari kegiatan sehari-hari 

perusahaan. “An income statement presents the revenues and expenses and 

resulting net income or net loss for a specific period of time” (Weygandt, et al., 

2015), yang dapat diartikan laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan 

pengeluaran dan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih untuk jangka waktu 

tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa informasi 

mengenai sales dapat dilihat pada laporan laba rugi. 

“Assets are resources owned by the business entity. These resources can be 

physical items, such as cash and supplies, or intangibles that have value. Examples 

of intangible assets include patent rights, copyrights, and trademarks. Assets also 

include accounts receivable, prepaid expense (such as insurance), buildings, 

equipment, and land” (Warren, et al., 2018). Artinya, aset adalah sumber daya yang 

dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya ini dapat berupa barang fisik, seperti uang 

tunai dan persediaan, atau barang tak berwujud yang memiliki nilai. Contoh aset 

tidak berwujud meliputi hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Aset juga 

termasuk piutang, biaya dibayar di muka (seperti asuransi), bangunan, peralatan, 

dan tanah. “Balance sheet is a list of assets, liabilities, and stockholders’ equity as 

of a specific date” (Warren, et al., 2018), yang artinya laporan posisi keuangan 

adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada tanggal tertentu. 



53 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa informasi mengenai aset 

dapat diperoleh pada laporan posisi keuangan. 

Subramanyam (2014) penggolongan ini didasarkan pada nilai Z yang 

diperoleh, yaitu:  

1. “A Z-score of less than 1.20 suggest a high probability of bankruptcy.” 

Perusahaan dengan nilai Z-Score lebih kecil dari 1,20 berarti memiliki 

kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan.  

2. “Scores between 1.20 and 2.90 are in the gray or ambiguous area.” Perusahaan 

dengan nilai Z-Score antara 1,20 sampai 2,90 menandakan perusahaan berada 

pada daerah abu-abu (gray area).  

3. “While Z-score above 2.90 imply a low probability of bankruptcy.” Perusahaan 

dengan nilai Z-Score lebih besar dari 2,90 menunjukan bahwa probabilitas 

perusahaan mengalami kebangkrutan rendah. 

 

2.7 Pengaruh Prediksi Kebangkrutan yang Diproksikan dengan 

Revised Altman Z-Score Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam memberikan 

opini audit going concern adalah meramalkan apakah auditee akan mengalami 

kebangkrutan atau tidak (Januarti dan Fitrianasari, 2008 dalam Salean dan Zarony, 

2013). Dalam penelitian ini pengaruh prediksi kebangkrutan diproksikan dengan 

revised Altman Z-Score. Wibisono (2013) menjelaskan bahwa jika suatu 

perusahaan memiliki nilai Z-Score yang rendah, sangat besar kemungkinan 
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perusahaan tersebut menerima opini audit going concern. Sebaliknya, semakin 

tinggi nilai Z-Score yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka keadaan perusahaan 

tersebut akan semakin baik. Menurut Salean dan Zarony (2013), semakin besar nilai 

Z menandakan bahwa perusahaan tersebut termasuk yang tidak bangkrut atau sehat 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin sehat perusahaan akan semakin kecil 

peluang menerima opini audit going concern.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2013), ditemukan bahwa 

model prediksi kebangkrutan secara partial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Azizah dan Anisykurlillah (2014) yang menyatakan bahwa 

kondisi keuangan perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Ramadhanty dan Rahayu (2015) dalam penelitiannya 

juga menyimpulkan bahwa opini audit modifikasi going concern diberikan kepada 

sampel perusahaan yang mengalami financial distress. Syarifah dan Kurnia (2017) 

juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kondisi keuangan berpengaruh 

secara signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. Namun, hasil yang 

berbeda ditemukan dalam penelitian Salean dan Zarony (2013), yang menyatakan 

bahwa model prediksi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Berdasarkan penjelasan mengenai prediksi kebangkrutan dan 

pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit going concern, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha1: Prediksi kebangkrutan yang diproksikan dengan revised Altman Z-score 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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2.8 Prior Opinion 

“Opinion preceding the final paragraph in the standard report, which states the 

auditor’s conclusions based on the results of the audit” (Arens, et al., 2017). 

Sehingga dapat diartikan bahwa opini adalah paragraf terakhir dalam laporan 

standar, yang menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Menurut 

Whittington dan Pany (2016), opini audit dapat dinyatakan dalam pilihan sebagai 

berikut: 

1. Unmodified Opinions 

a. Unmodified opinion – standard report 

“This report may be issued only when the auditors have obtained sufficient 

appropriate audit evidence to conclude that the financial statements, taken 

as a whole, are not materially misstated and there is no need to add an 

emphasis-of-matter paragraph, an other-matter paragraph or to indicate a 

group audit situation.” Unmodified opinion – standard report dikeluarkan 

hanya ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk 

menyimpulkan bahwa secara keseluruhan laporan keuangan tidak 

mengandung salah saji material dan tidak perlu menambahkan paragraf 

emphasis-of-matter paragraph, paragraf masalah lainnya atau untuk 

menunjukkan situasi grup audit. 

b. Unmodified opinion with an emphasis-of-matter paragraph 

“An emphasis-of-matter paragraph in an audit report follows the opinion 

paragraph and is included to refer to matter appropriately presented or 

disclosed in the financial statements but is being emphasized thorugh the 
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audit report. In certain circumtances, an emphasis-of-matter paragraph is 

required (e.g., when there is substantial doubt about company’s ability to 

continue as a going concern and when the company changes accounting 

principles).” Sebuah paragraf emphasis-of-matter dalam laporan audit 

mengikuti paragraf opini dan dimasukkan untuk merujuk pada materi yang 

disajikan atau diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan tetapi 

ditekankan pada laporan audit. Dalam keadaan tertentu, paragraf 

penekanan-dari-materi diperlukan (misalnya, ketika ada keraguan besar 

tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya 

dan ketika perusahaan mengubah prinsip-prinsip akuntansi). 

c. Unmodified opinion with an other-matter paragraph 

“An other-matter paragraph in an audit report follows the opinion 

paragraph (and any emphasis-of-matter paragraph) and refers to a matter 

other than those presented or disclosed in the audited financial statements. 

The matter is relevant to users’ understanding of the audit, the auditors’ 

responsibilities, or the auditors’ report.” Sebuah paragraf masalah lain 

dalam laporan audit mengikuti paragraf opini (dan paragraf emphasis-of-

matter) dan mengacu pada hal lain selain yang disajikan atau diungkapkan 

dalam laporan keuangan yang di audit. Masalah ini relevan dengan 

pemahaman pengguna tentang audit, tanggung jawab auditor, atau laporan 

auditor. 

d. Unmodified opinion on group financial statement 
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“This circumstance involves a situation in which two or more CPA firms are 

involved in the audit of components of group financial statements (e.g., the 

component auditors may audit one subsidiary of an organization structured 

as a parent company with five subsidiaries).” Keadaan ini melibatkan situasi 

dua atau lebih Kantor Akuntan Publik (KAP) terlibat dalam audit komponen 

laporan keuangan grup (misalnya, auditor komponen dapat mengaudit satu 

anak perusahaan dari organisasi yang terstruktur sebagai perusahaan induk 

dengan lima anak perusahaan). 

2. Modified Opinions 

a. Qualified opinion 

“Qualified opinion are issued when the financial statements are materially 

misstated or when the auditors are unable to obtain sufficient appropriate 

audit evidence on which to base the opinion (a scope limitation).” 

Kualifikasi dikeluarkan ketika laporan keuangan salah saji secara material 

atau ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan 

tepat untuk dijadikan dasar pemberian opini (batasan lingkup). 

b. Adverse opinion 

“An adverse opinion states that the financial statements are not presented 

fairly in conformity with generally accepted accounting principles. Auditors 

issue an adverse opinion when the deficiencies in the financial statements 

are both material and pervasive.” Opini adverse menyatakan bahwa laporan 

keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
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berlaku umum. Auditor mengeluarkan opini adverse ketika kekurangan 

dalam laporan keuangan bersifat material dan berdampak menyeluruh. 

c. Disclaimer of opinion 

“A disclaimer of opinion most frequently is the result of a scope limitation 

that creates a situation in which the auditors are unable to obtain sufficient 

appropriate audit evidence on which to base the opinion, and they conclude 

that the possible effects on the financial statements of undetected 

misstatements, if any could be both material and pervasive.” Penolakan 

memberikan opini paling sering adalah hasil dari pembatasan lingkup yang 

menciptakan situasi auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup 

tepat untuk mendasarkan pendapat, dan menyimpulkan bahwa efek salah 

saji yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan, dapat bersifat menjadi 

material dan berdampak menyeluruh. 

Salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan opini adalah opini 

audit satu tahun sebelumnya (prior opinion). Prior opinion merupakan pemberian 

opini oleh auditor kepada klien atau auditee pada 1 tahun sebelumnya (Sulistya dan 

Sukartha, 2013). Opini audit going concern tahun sebelumnya akan menjadi faktor 

pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going 

concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit going 

concern tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan 

akan menerima kembali opini audit going concern (Santosa dan Wedari, 2007 

dalam Wibisono, 2013).  
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Perusahaan dengan opini audit non going concern atas laporan keuangan 

pada tahun sebelumnya tidak berpotensi menerima opini audit going concern pada 

tahun sekarang, karena pada dasarnya eksistensi sebuah perusahaan dapat 

diprediksi dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dua sampai dengan 

lima tahun sebelum perusahaan tersebut mengalami kegagalan pada 

mempertahankan keberlangsungan usahanya (Muslich, 2003 dalam Aryantika dan 

Rasmini, 2015).  

 

2.9 Pengaruh Prior Opinion Terhadap Opini Audit Going Concern 

Opini audit going concern yang diterima auditee pada tahun sebelumnya menjadi 

faktor pertimbangan bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit going concern 

tahun berjalan. Ini terjadi jika kondisi keuangan perusahaan tidak menunjukkan 

tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat 

direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan (Krissindiastuti dan Rasmini, 

2016). Perbaikan suatu kinerja perusahaan yang sedang mengalami masalah 

membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar, sehingga kemungkinan besar 

auditee akan kembali diberi opini audit terkait masalah going concern 

perusahaannya, apabila telah diberi pendapat oleh auditor mengenai keadaan going 

concern usahanya pada tahun terdahulu (Sulistya dan Sukartha, 2013). 

Auditee yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya 

akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar 

kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern pada 

tahun berjalan (Wibisono, 2013). Pernyataan tersebut didukung dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Arsianto dan Rahardjo (2013), Harris dan Merianto 

(2015), dan Wibisono (2013) yang menemukan hasil bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Selain itu, Aryantika dan Rasmini (2015) dalam penelitiannya juga 

menyimpulkan bahwa opini audit tahun sebelumnya secara positif dan signifikan 

berpengaruh pada potensi memperoleh opini audit going concern. Namun, hasil 

yang berbeda ditemukan dalam penelitian Krissindiastuti dan Rasmini (2016) yang 

menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada opini 

audit going concern. Berdasarkan penjelasan mengenai prior opinion dan 

pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit going concern, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha2: Prior opinion berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

2.10 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan jumlah pengalaman dan kemampuan tumbuhnya 

suatu perusahaan yang mengindikasikan kemampuan dan tingkat risiko dalam 

mengelola investasi yang diberikan para shareholder untuk meningkatkan 

kemakmuran mereka (Saragih, 2014). Ukuran perusahaan merupakan besar atau 

luasnya suatu perusahaan dan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan 

kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digolongkan 

menjadi dua bagian yaitu besar atau kecil perusahaan tersebut (Warnida 2012 dalam 

Azizah dan Anisykurlillah, 2014). Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 

11/PM/1997 dalam Tjahjani dan Novianti (2014) menyebutkan perusahaan kecil 
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dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki 

total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah 

badan hukum yang total aktivanya di atas seratus milyar. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Perusahaan 

dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan karena dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif 

panjang (Wibisono, 2013). Menurut Tandungan dan Mertha (2016) ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset yang dimiliki 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha, yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan 

diperoleh entitas (Kartikahadi, et al., 2016). Menurut Subramanyam (2014:227) 

aset dapat digolongkan menjadi dua, yaitu current dan noncurrent. “Current assets 

are resources readily convertible to cash within the operating cycle of the company. 

Major classes of current assets include cash, cash equivalents, receivables, 

inventories, and prepaid expenses” (Subramanyam, 2014). Aset lancar adalah 

sumber daya yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam siklus operasi 

perusahaan. Aset lancar terdiri dari kas, setara kas, piutang, persediaan, dan biaya 

dibayar dimuka. “Long-term (or noncurrent) assets are resources expected to 

Ukuran Perusahaan = Ln(Total Asset) 
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benefit the company for periods beyond the current period. Major long-term assets 

include property, plant, equipment, intangibles, investments, and deffered charges” 

(Subramanyam, 2014:227). Aset jangka panjang (atau aset tidak lancar) adalah 

sumber daya yang diharapkan akan menguntungkan perusahaan untuk periode di 

luar periode berjalan. Aset jangka panjang terdiri dari properti, pabrik, peralatan, 

tidak berwujud, investasi, dan biaya tangguhan. “A balance sheet is a listing of an 

organization’s assets and liabilities as of a certain point in time” (Stice dan Stice, 

2014), yang artinya laporan posisi keuangan adalah daftar aset dan kewajiban 

organisasi pada titik waktu tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat 

diketahui bahwa informasi mengenai aset dapat diperoleh pada laporan posisi 

keuangan.  

Total aktiva dipilih sebagai proksi atas ukuran perusahaan dalam 

mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan 

market capitalized dan penjualan (Azizah dan Anisykurlillah, 2014). Menurut Sari 

dan Meiranto (2012) dalam Salean dan Zarony (2013) penggunaan natural 

logaritma (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data 

yang berlebih. Dengan menggunakan natural logaritma, nilai miliar bahkan triliun 

dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.  

 

2.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan yang Diproksikan dengan 

Total Aset Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

Perusahaan besar dalam menghadapi permasalahan keuangannya tentulah sangat 

berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Dalam mengambil suatu keputusan 
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tentulah dengan melihat dampak risiko yang akan diperoleh perusahaan 

(Noormalasari, 2012 dalam Azizah dan Anisykurlillah, 2014). Auditor lebih sering 

mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil karena auditor 

mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Kemungkinan lain yaitu 

auditor takut kehilangan klien dari perusahaan besar bila memberi opini audit going 

concern (Mutchler, 1985 dalam Salean dan Zarony, 2013). 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset yang 

dimiliki perusahaan. Menurut Tandungan dan Mertha (2016) semakin tinggi total 

asset yang dimiliki, maka perusahaan dianggap memiliki ukuran yang besar 

sehingga mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Semakin kecil skala 

perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih kecil dalam 

pengelolaan usahanya. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang 

mendapatkan opini audit going concern. Dalam penelitian Arsianto dan Rahardjo 

(2013) ditemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan dalam 

penelitian Ramadhanty dan Rahayu (2015), dinyatakan bahwa size perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan opini audit modifikasi going 

concern. Kedua hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Azizah dan Anisykurlillah (2014), Tjahjani dan Novianti (2014), dan 

Krissindiastuti dan Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan 

penjelasan mengenai ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap penerimaan 
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opini audit going concern, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ha3: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

 

2.12 Disclosure 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) dalam PSAK No. 5, entitas 

mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan 

mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas 

terlibat dan lingkungan ekonomik dimana entitas beroperasi. Disclosure dapat 

didefinisikan sebagai pemberian informasi oleh perusahaan yang mungkin 

memengaruhi keputusan investasi. Informasi yang diungkapkan tersebut dapat 

bersifat positif maupun negatif (Verdiana dan Utama, 2013). Disclosure merupakan 

tingkat pengungkapan atas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin banyak informasi 

yang ada (Arsianto dan Rahardjo, 2013). Adanya disclosure akan mempermudah 

para pengguna dalam melihat kondisi keuangan secara rinci (Kusumayanti dan 

Widhiyani, 2017). Astuti (2012) dalam Harris dan Merianto (2013) 

mengungkapkan bahwa pengungkapan yang memadai atas informasi keuangan 

perusahaan menjadi salah satu dasar bagi auditor dalam memberikan opini terhadap 

kewajaran laporan keuangan perusahaan.  

Menurut Neliana (2018), ada dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan 

wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 
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adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa 

diharuskan oleh lembaga berwenang. Menurut Healy (1993) dalam Neliana (2018), 

pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara yang dilakukan manajer untuk 

memperbaiki kredibilitas pelaporan keuangannya. Pengungkapan wajib 

(mandatory disclosure) adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh 

lembaga yang berwenang. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016, 

laporan keuangan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, informasi saham 

(jika ada), laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, profil emiten atau 

perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola emiten atau 

perusahaan publik, tanggung jawab sosial  dan lingkungan emiten atau perusahaan 

publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan 

tahunan. 

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk 

melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya 

pihak manajemenyang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki 

modal. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan memadai untuk 

memungkinkan dilakukannya sebuah prediksi kondisi keuangan, arus kas, dan 

profitabilitas perusahaan di masa depan (Saragih, 2014). 

Menurut Saragih (2014), terdapat tiga konsep yang umum dalam 

pengungkapan yaitu: 
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1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure) adalah pengungkapan 

informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam 

menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar 

minimum yang diwajibkan, terutama informasi yang menurut lembaga terkait 

wajib disajikan. Pengungkapan jenis ini banyak dilakukan oleh perusahaan. 

2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure) adalah pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah informasi yang 

menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna laporan keuangan yang 

potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan 

lainnya untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. 

3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) adalah pengungkapan yang 

menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan adalah 

informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang 

diungkapkan secara sukarela. Full disclosure dapat membantu mengurangi 

terjadinya informasi asimetris, tetapi seringkali dinilai berlebihan, karena tidak 

hanya mengungkapkan informasi minimum yang diwajibkan, namun ditambah 

dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela.  

Menurut Verdiana dan Utama (2013), untuk menghitung skor disclosure 

dapat mengacu pada penelitian Fitriani dan Sudarsono (2007) yang menyebutkan 

bahwa terdapat 33 item disclosure yang sesuai dengan peraturan Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 

tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan 

publik, yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 

Disclosure Items 

No. Disclosure Items 

1 Ikhtisar data keuangan penting 

2 Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan 

3 
Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi 

mengenai pengelolaan perusahaan  

4 
Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha 

perusahaan yang disusun oleh direksi 

5 Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan 

6 Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha 

7 
Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah 

dilaksanakan perusahaan 

8 Nama dan alamat perusahaan 

9 Riwayat singkat perusahaan 

10 
Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau 

jasa yang dihasilkan 

11 Struktur organisasi dalam bentuk bagan 

12 Visi dan misi perusahaan 

13 Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris 

14 Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi 

15 

Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: 

aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan 

dilakukan) 

16 Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya 

17 
Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan 

saham, bidang usaha, dan status operasi perubahan tersebut  

18 

Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal 

pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa efek dimana 

saham perusahaan dicatatkan 

19 Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal 

20 
Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang 

berskala nasional maupun internasional  

21 
Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor 

perwakilan 

22 Tinjauan operasi per segmen usaha 

23 
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja 

keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya  

24 Prospek usaha dari perusahaan 

25 
Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi 

pemasaran dan pangsa pasar  

26 Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen 

27 Tata kelola perusahaan (Corporate Governance) 

28 Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan 
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29 Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit  

30 Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris 

31 Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan 

32 Ringkasan statistik keuangan untuk 3-5 tahun 

33 Informasi tentang penelitian dan pengembangan 

Sumber: Disclosure Index Fitriani dan Sudarsono (2007) dalam Verdiana dan 

Utama (2013) 

Tingkat pengungkapan dapat diukur dengan menggunakan rumus seperti 

yang digunakan Cooke (1992) dalam Verdiana dan Utama (2013), disclosure level 

dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Menurut Kusumayanti dan Widhiyani (2017) pemberian opini audit going 

concern ditentukan dari seberapa banyak disclosure yang dilakukan perusahaan. 

Auditor akan terbantu dengan adanya disclosure atau pengungkapan laporan 

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor akan lebih mudah dalam 

menilai kondisi perusahaan apabila pengungkapan yang dilakukan perusahaan 

sudah memadai. Informasi yang diperoleh dari adanya disclosure atau 

pengungkapan dapat digunakan auditor dalam menilai apakah perusahaan telah 

melaporkan keuangan perusahaan secara wajar. 

 

2.13 Pengaruh Disclosure yang Diproksikan dengan Disclosure 

Index Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

Disclosure yang dilakukan perusahaan merupakan dasar bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk pengambilan keputusan (Verdiana dan Utama, 2013). Junaidi 

dan Hartono (2010) dalam Arsianto dan Rahardjo (2013) menyatakan bahwa 

Disclosure Level = 
Jumlah Score Disclosure yang Dipenuhi

Jumlah Score Maksimum
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semakin luas informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang 

mengalami kondisi yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan 

bukti untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Jadi semakin tinggi 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, kemungkinan perusahaan akan 

menerima opini audit going concern juga semakin tinggi. Gaganis dan Pasiouras 

(2007) dalam Verdiana dan Utama (2013) menyatakan bahwa auditor eksternal 

akan cenderung memberikan opini unqualified kepada perusahaan yang 

mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi. 

Dalam penelitian Verdiana dan Utama (2013), ditemukan bahwa disclosure 

berpengaruh positif dan signifikan pada kemungkinan pengungkapan opini audit 

going concern. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Elmawati dan 

Yuyetta (2014), Harris dan Merianto (2015), dan Kusumayanti dan Widhiyani 

(2017), yang menemukan bahwa disclosure memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern.  Namun, hasil yang berbeda 

ditemukan oleh Yaqin dan Sari (2015) dalam penelitiannya, yang menyatakan 

bahwa variabel disclosure tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Berdasarkan penjelasan mengenai disclosure dan 

pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit going concern, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha4: Disclosure yang diproksikan dengan disclosure index berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 
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2.14 Pengaruh Prediksi Kebangkrutan, Prior Opinion, Ukuran 

Perusahaan, dan Disclosure Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern 

Syarifah dan Kurnia (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel 

kondisi keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, leverage, opini 

tahun sebelumnya dan reputasi auditor berpengaruh secara simultan terhadap 

pemberian opini audit going concern. Tandepadang dan Yudowati (2017) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa audit tenure, ukuran perusahaan, opinion 

shopping dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap opini 

audit going concern. Ramadhanty dan Rahayu (2015) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa variabel financial distress, strategi emisi saham, size 

perusahaan, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit modifikasi going concern.  

Nariman (2017) dalam penelitiannya menemukan nilai signifikan dari 

omnibus tests of model coefficients sebesar 0,000, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, Z-Score, 

reputasi auditor akan memengaruhi keputusan dalam memberikan opini audit 

terkait going concern. Nilai signifikan dari omnibus tests of model coefficients 

sebesar 0,000 juga ditemukan dalam penelitian Aprinia dan Hermanto (2016), 

sehingga secara keseluruan variabel independen yaitu rasio likuiditas (RLKD),  

profitabilitas (RPRF), solvabilitas (RSLV), pertumbuhan perusahaan (RPTP), 

ukuran perusahaan (SIZE), dan reputasi auditor (KAAI) mampu menjelaskan 

variabel dependen yaitu opini audit going concern (GCOA).  
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2.15 Model Penelitian 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah duraikan, maka model 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Gambar 2. 2 

Model Penelitian 
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